SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 34 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN
DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak
Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan
Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019 telah
diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34
Tahun 2021, namun dalam perkembangannya kondisi
pandemi Corona Virus Disease 2019 belum mereda
sehingga sebagai upaya pemulihan kondisi ekonomi
akibat dampak pandemi, perlu dilakukan perpanjangan
pelaksanaan pemberian insentif, untuk itu Peraturan
Wali Kota termaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf e
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
Wali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun
2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah
Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka
Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease
2019;

Mengingat ...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pcmbentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

6. Peraturan ...
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6.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Nomor 06);

MEMUTUSKAN ...
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 34 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH
TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA
PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE
2019.

Pasal I
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak
Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak
Ekonomi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung.

6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi
tugas tertentu di bidang perpanjangan daerah dan
mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberian ...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pembcerian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal
dari Pemerintah Dacrah Kota kepada Masyarakat
dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di
dacrah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
Covid-19 adalah secbagai penyakit yang dapat
menimbulkan wabah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan PBB.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan wusaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau

perairan pedalaman.

17. Nilai ...
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan Pajak Bumi
dan Bangunan atau NJOP pengganti.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan
bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda wuntuk
memperoleh data Objek Pajak dan Subjek Pajak
sesuai prosedur pembentukan basis data.
Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan adalah kegiatan Subjek Pajak untuk
mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan.

Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

- Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari menghimpun data objek dan Subjek Pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

25. Penagihan ...
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25. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, meclaksanakan penagihan seketika
dan sckaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan,
meclaksanakan penyanderaan, dan menjual barang
yang telah disita.

26. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan
bangunan  berdasarkan tipe konstruksi dan
peruntukan/penggunaannya.

27.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

28.Veteran Republik Indonesia adalah warga negara
Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata
resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan
secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi
negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran
untuk membela dan mempertahankan kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga
negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam
pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi
perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai
penerima tanda kehormatan Veteran Republik
Indonesia.

29.Janda/Duda Pejuang Kemerdekaan adalah warga
negara Republik Indonesia dari isteri/suami Veteran
Republik Indonesia yang sudah meninggal.

30.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan
usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan Daerah.

2. Ketentuan ...
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2.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 2

(1) Pembebasan PBB diberikan atas objek pajak yang
berada dalam wilayah Daerah Kota Bandung.

(2) Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB
yang seharusnya terutang.

(3) Pembebasan PBB scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki
objek pajak dengan nilai ketetapan PBB sampai
dengan Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) dan
diberikan kepada objek PBB dengan Jenis
Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan/Rumah.

(4) Terhadap tunggakan PBB terutang sampai dengan
tahun pajak 2019 sebelum berlakunya Peraturan
Wali Kota ini, tetap harus dibayar dan dilakukan
tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian Pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2021 secbesar 15% (lima belas
persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan Jenis
Penggunaan Bangunan (JPB) Hotel/Wisma;

b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai rumah
makan/restoran,;

c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai pusat
perbelanjaan; dan

d. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai tempat
hiburan.

(6) Penghapusan sanksi administratif atas
keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yang memiliki pajak terutang sampai

dengan Tahun 2021.
3. Ketentuan ...
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Pemberian pembebasan PBB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, diberikan secara otomatis melalui
sistem pada Bapenda.

(2) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterbitkan SPPT PBB.

(3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia kepada Kepala Bapenda paling
lambat tanggal 30 November 2021.

(4) Permohonan  pengurangan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b
dilampiri dengan:

a. fotokopi SPPT tahun pajak yang diajukan
permohonan pengurangan;

b. fotokopi SSPD/tanda lunas tahun sebelumnya;
dan

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD).

(5) Permohonan  pengurangan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dilampiri
dengan:

a. fotokopi SPPT tahun pajak yang diajukan
permohonan pengurangan; dan
b. fotokopi SSPD/tanda lunas tahun sebelumnya.

(6) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi/Badan
memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan lebih
dari satu Objek Pajak maka pengurangan atau
pembebasan diberikan terhadap Objek Pajak dengan
besaran SPPT paling besar.

(7) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), berlaku bagi Wajib Pajak
yang melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal
ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sampai dengan
pembayaran tanggal 31 Desember 2021.

4. Ditambahkan ...
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4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 6A schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
Terhadap PBB tahun pajak 2021 yang telah dilakukan
pembayaran scbelum berlakunya Peraturan Wali Kota
ini, dapat diberikan kompensasi scbesar 15% (lima belas
persen) untuk objek pajak yang sama berdasarkan
permohonan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
AL

LYANA, SH
7 N
/Efembma
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